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10.

11.

12.

13.

14.

15.

tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI
nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong
Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
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Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016 Nomor 35);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

21. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);

22. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020
Nomor 11);

23. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022
Nomor 12);

24. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Terong Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tahun 2022
Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS
UPDATING DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT RUKUN
TETANGGA TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Petugas Updating Data Kependudukan Tingkat

Rukun Tetangga Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Updating Data Kependudukan Tingkat Rukun Tetangga
sebagaimanan dimaksud diktum KESATU bertugas melakukan
update data penduduk tingkat RT, membuat , menyampaikan
laporan data kependudukan ke petugas updating kalurahan dan
memelihara kevalidan data kependudukan diwilayah masing-
masing;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas Petugas Updating Data
Kependudukan Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Terong Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 18 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong

u.b Kepala Urusan Pangripta
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DAFTAR PETUGAS UPDATING DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT RT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR 23/Kep-11.2005/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS UPDATING
DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT RUKUN

TETANGGA TAHUN 2023

NO NAMA ALAMAT
1 | AGUS SUYONO Kebokuning RT 01
2 | SUSANTO Kebokuning RT 02
3 | IRWAN DWI WIBOWO Kebokuning RT 03
4 | DAWADI Kebokuning RT 04
S | AHMADI Saradan RT 01
6 | PONIMIN Saradan RT 02
7 | AHMADI Saradan RT 03
8 | SURYADI Saradan RT 04
9 | MUNDHIR Saradan RT 05
10 | TUMIRAN Pancuran RT 01
11 | MUGIMIN Pancuran RT 02
12 | TRIYATNO Pancuran RT 03
13 | ISMAN PRAYOTO Pancuran RT 04
14 | SUBARDJO Pancuran RT 05
15 | SUKRISTIANTO Pancuran RT 06
16 | SUYADI Pancuran RT 07
17 | SUPRIHATIN Pancuran RT 08
18 | BASUKI Rejosari RT 01
19 | SLAMET RIYADI Rejosari RT 02

20 | SUGIYARTO Rejosari RT 03

21 | MARYANTO Rejosari RT 04

22 | WAHONO Terong II RT 01

23 | SARGIYANTO Terong II RT 02

24 | YONO PRAYITNO Terong II RT 03

25 | ADI SUTRISNO Terong II RT 04

26 | TUMIJAN Terong II RT 05

27 | SUROTO Terong II RT 06

28 | MUJIYONO Terong I RT 01

29 | PARDANI Terong I RT 02

30 | EDI PRAYITNO Pencitrejo RT 01

31 | MUSDIWIYANTO Pencitrejo RT 02

32 | JAMAL Pencitrejo RT 03

33 | ANANG ADENSI Pencitrejo RT 04

34 | YURIYANTO Pencitrejo RT 05

35 | DANANG PRASETYO Sendangsari RT 01

36 | TRI RATNA FAUZIYANTO Sendangsari RT 02

37 | MUHAMMAD NURDIYANTO Sendangsari RT 03
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38
39
40
41
42

MISWANTO
WAKIJO
WAGINO
JUMINGIN
PAIJO

Sendangsari RT 04
Ngenep RT 01
Ngenep RT 02
Ngenep RT 03
Ngenep RT 04

Produk Hukum Kalurahan Terong

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO
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